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Sslammic family law or apwal al-shakhsiyyah has prevailed in Indonesia since the inception of the law no. 1
vear 1974 concerning with marriage and the compilation of Islamic law in Indonesia (KHT) in 1991.
fstamuc family law run in Indonesia is not exactly the same as those contained in the books of classical
persprudence (figh). From its materials has been found in the legislation, there are 2 number of new
peowsions that was different from those classical Islamic jurisprudence such as in marriage record, age

sessmcnons of martiage, polygamy, inheritance and wasiah wajibab etc. These new provisions were issued
S scholars and contemporary Islamic jurists in the context of law reform.
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Pendahuluan

Dvsieus rentang hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim di dunia, termasuk Indo-
mesez. meskipun sudah cukup banyak dilakukan, tetap menarik untuk dikaji. Hal ini mungkin

- @sebabikan oleh eksistensinya yang cukup kuat di berbagai negara Muslim tersebut.
Serkenaan dengan hal tersebut, menarik apa yang dikemukakan oleh [ND. Anderson
Sz paling tdak ada empat alasan mengapa kajian tentang topik-topik hukum keluarga
e antuk dilakukan. Perfama, hukum keluarga selalu dianggap sebagai inti syariah, karena

Sepas o oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke
e wiavah agama mereka. Kedwa, dengan pertimbangan yang sama, hukum keluarga
W Serabad-abad telah diakui sebagai landasan utama bagi pembentukan masvyarakat

isiam. Refrga, secara garis besar dapat dikarakan bahwa hanya dalam hukum keluarga,
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syariah masih berlaku bagi sekitar empat ratus juta jiwa umat Islam sedunia, dan hanya di
Jazirah Arab, Afganistan, dan Nigeria Utara, hukum syariah di luar hukum keluarga dan
status perorangan masih berlaku sampai sekarang. Keemgpat, dapat dikatakan bahwa hukum
keluarga dan perceraian pada saat-saat sekarang ini menjadi sasaran perdebatan antara
kekuatan-kekuatan konservatif dan kekuatan-kekuatan progresif di dunia Islam. Sebagai
akibat dari perdebartan tersebut, kita dapat melihat kenyataan bahwa ternyata hukum yang
secara nominal tidak mungkin mengalami perubahan justeru dalam praktknya dapat berubah
(Anderson, t.th.: 47).

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia,
sejak tahun 1974 telah menjadikan hukum keluarga Islam menjadi hukum positif. Hal ini
terjadi setelah melalui proses pembaruan pemikiran dalam berbagai aspek hukum keluarga
tersebut, terutama dari aspek materi hukumnya. Kajian ini mencoba membahas tentang
pembaruan hukum keluarga Islam tersebut terutama berkenaan dengan beberapa materi
hukum yang dipandang baru serta mencoba memahami metode pembaruan pemikiran

yang digunakan.
Kerangka teori pembaruan hukum Islam

Hukum kelnarga Isiam di Indonesia

Hukum keluarga Islam biasa disebut dalam literatur Islam kontemporer dengan sebutan /-
apwal al-: rakbsiyyah. Jika dilihat dari cakupannya, a/-ahwal al-shakhsiyyahmeliputi hukum-hukum
tentang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah. Istilah a/-a/wal al-shakhsiyyab ini tidak ditemukan
dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun, jika dilihat dari topik-topik yang menjadi bagian dari
al-alwal al-shakbsiyyah ini, kita dapat menemukannya dalam bab-bab munakabah dan bab
waris.

DiIndonesia, hukum keluarga Islam atau a/-apwal al-shakbsiyyah ini sudah menjadi hukum
positif. Hal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tzhun 1974 tentang
Petrkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 dan KHI ini memuat aturan yang lengkap mengenai hukum keluarga yang

meliputi perkawinan, waris, wasiat, dan hibah.
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Fembarsian pemiikiran hukum Istam

Fembaruan pemikiran hukum keluarga Islam yang tetjadi di Indonesia dan di dunia Islam
pacz umumnya merupakan sebuah keniscayaan. Penycbabnya adalah suatu kenyataan yang
=dak dapat dibantah bahwa peradaban manusia senantiasa betkembang tiada hent, sementara
swuan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia yang
menjadi tujuan hukum tersebut tidak akan dzpat terwujud apabila hukum tidak mampu
mengarur dan memberikan jawaban terhadap masalzah-masalah yang muncul akibat
periembangan peradaban. Berkenaan dengan hal ini, benar yang dikemukakan Thnu Qayyim
2-lauziyah dalam kitabaya Ilam al-Muwagqin, Lahwa perubahan fatwa terjadi karena
perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan (al-Jauziyah, t.th.: 3).

Sejalan dengan kaidah di atas, NJ. Coulson dalam teorinya Conflict and Tension mengemukakan
Sehwa dalam perspektif sistem legalisasi hukum Islam, secara sosiologis, stabilitas hukum
capat berubah dikarenakan perubahan sosial hukum yang meliputi zaman, tempat, dan keadaan.
Sahkan perubahan ini dapat mengarah kepada substansi hukumnya dengan syatat apabila
msyarakat hukum menghendaki. Hal tersebut terjadi katena antara idealitas hukum dan realitas
waxtw, menurut Coulson, bukan merupakan suarmu dikoromi paradigmatis dalam hukum
mcizinkan lebih bertendensi kepada aspek stabilitas dan perubahan hukum untuk menjamin
s=heriangsungan hukum dalam masyarakat (Coulson, t.th.: 46-47).

Dan teori-teoti di atas dapat dilihat bahwa hukum memiliki hubungan yang kuat dengan
womdist sosial masyarakat. Tidak salah jika Muhammad Siraj mengemukakan sebuah teord
Sunwz keberhasilan suatu hukum disebabkan kemampuannya dalam menycimbangkan dan
menczompromikan antara kepentingan-kepentingan sosial di satu sist dan tuntutan pemikiran
Sk i sisi lain (Siraj, 1993: 105). Menurut Siraj, kasus-kasus pencatatan nikah di Mesir dan
& Fzigstan merupakan contoh dari keseimbangan dan kompromi tersebut. Kebijakan hukum
= muncul didasari oleh pertimbangan banyaknya masalah prakts yang muncul akibat tidak
“cecainya perkawinan dan diharapkan dengan diadakannya peraturan ini masalah-masalah
pesss tersebut tidak terjadi lagi (Siraj, 1993: 106).

Scumlah teori tersebut memberikan kejelasan bahwa hukum memiliki hubungan yang
Siss dengan kondist sosial masyarakat. Sifat hukum yang berubah dan betkembang tersebut

Smopang oleh serangkaian metode pembaruan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ijtihad.
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Dalam kaitannya dengan pembaruan (reformasi) hukum keluarga, negara-negara Mus-
lim dapat dibagi menjadi tiga kategoti. Pertama, negara Muslim yang sama sekali tidak mau
melakukan pembaruan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang
tertuang di dalam kitab-kitab fikih dati mazhab yang dianut. Sebagai contoh dari kategori
ini adalah Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria. Kedua, negara Muslim yang meninggalkan
hukum keluarga Islam dan menggantiya dengan hukum yang sama sekali sekuler yakni
hukum sipil Eropa. Sebagai contoh negara dalam kategori ini adalah Turki. Ketiga, negara
Muslim yaﬁg berusaha memberlakukan hukum keluarga Islam tetapi setelah mengadakan
pembaruan antara lain dengan mengkompromikan dua pandangan (sistem) hukum tersebut,
yakni hukum keluatga Islam dan hukum sipil Eropa. Sebagai contoh negara dalam kategori ini
adalah Mesir, Pakistan, dan Indonesia (Anderson, t.th.: 100-101; dan Muzhat, 1998: 174-175).

Dilihat dati segi metode yang ditempuh dalam pembaruan hukum keluarga Islam di
dunia, dapat pula dikemukakan beberapa teoti: 1) intra-doctrinal reform, yaitu reformasi hukum
keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab
atau mengambil pendapat lain dari mazhab utama yang dianut, 2) extra doctrinal reform, yaita
pembaruan hukum dengan cara memberikan penafsiran vang sama sekali baru terhadap

nash vang ada.

Materi dan metode pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam

Dilihat 4an materinya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hulum Is-
lam {Kiu) di Indonesia memuat cukup banvak ketentusn hukum yang berbeda dengan apa
yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih, seperti batasan usia minimal kawin, pencatatan
perlawinan, poligami, abli wars penggand, dan wasiat wajibah. Banyak ahli yang mengarakan
bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda dengan kirab-katab fikih tersebur merupakan
hasil pembaruan pemikiran hukum keluargs yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam
yang ada di Indonesia,

Pembataran usa sewimal Bauin

Pembatasan usia dalam perkawinan diatur di dalam pasal 7 UU Ne. 1 Tahun 1974, yang
menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) mhun.
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D1 dalam kitab-kitab fikih klasik, pembahasan mengenai batasan usia minimal dalam
perkawinan tidak ditemukan, termasuk ketika kitab-kitab tersebut berbicara tentang syarat-
svarat perkawinan. Di dalam mazhab Hanafi, hanya disebutkan ba/igh sebagai ukuran untuk
perkawinan. Pendapat Hanafiyah ini, berbeda dengan pendapat jumhur ulama fikih yang
mczk mensyaratkan baligh sebagai syarat perkawinan (Zuhaili, 1989: 179).

Sclain tidak terdapat batas usia minimal dalam perkawinan, batas perbedaan usia antara
&=z calon mempelai juga tidak diatur di dalam kitab-kitab fikih. Oleh katena itu, petkawinan
ancara dua orang suami isteri yang memiliki selisih usia yang sangat mencolok seting juga
weadi (Yunus, 1956: 68).

Tidak adanya batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, pada masa sekarang,
@pandang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, beberapa
mezzrz Muslim di dunia, telah mengeluatkan undang-undang perkawinan yang memuat
wserzn tentang batas minimal usia perkawinan tersebut. Indonesia, berdasarkan pasal 7 ayat
1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, menetapkan batas minimal usia perkawinan, yaitu

| B9 m=hun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Selain di Indonesia, pada umumnya negara-negara Muslim di dunia juga membetikan

| Bmsssan usia kawin bagi kedua calon mempelai. Negara-negara tersebut menetapkannya

secars berbeda-beda. Algeria dan Banglades menetapkan batas usia minimal perkawinan 21
| Wen bag laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Mesir, Libia, Malaysia, Maroko, dan Yaman
- Selaean menetapkan usia minimal perkawinan 18 tahun bagi laki-laki dan dan 16 tahun bzg;
pescmpazn. Libanon dan Siria menetapkan usia minimal perkawinan 18 tahun bagi laki-laki
e 17 mhun bagi perempuan. Irak dan Somalia menetapkan usia minimal petkawinan 18
e begt lakilaki dan perempuan (Muzhar, 1998: 179; dan El-Alami, t.th.: 18).

D Sina, bukan hanya batas usia minimal, selisih usia juga diatur. Jika jarak usia antara

S danastert terlalu jauh, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Bahkan Yordania
w=gas menetapkan batas maksimal jarak usia antara kedua calon mempelai yaitu dua
& mhun. Dengan demikian, jika jarak usia kedua calon mempelai lebih dari dua puluh
peckawinan tersebut dilarang kecuali ada izin khusus dari hakim (Muzhar, 1998: 179).
Spe vang terdapat di dalam undang-undang hukum keluatga di berbagai negara Mus-

sersebut, merupakan wujud dari pembaruan pemikiran hukum Islam. Hal ini merupakan

149



litihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 11, No. 2, Desember 2011: 145-163

langlkah maju dari hukum Islam karena dengan dilahirkannya ketentuan tentang batasan usia

perkawinan tersebut, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat moderen dapat terpenuhi

(Syarifuddin, 1993: 114-115).

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan diatur di dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ayat
(1) dan (2), yang berbunyi: (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga pencatatan perkawinan ini sebenarnya merupakan kebutuhan masyarakat
moderen. Melalui lembaga ini perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan memiliki alat bukti yang kuat vakni surat nikah. Lembaga ini tidak
dijumpai di dalam kitab-kitab fikih. Menurut kitab-kitab fikih tradisional, perkawinan ndak
dibuktkan dengan surat nikah, melainkan dengan keterangan dua orang saksi yang hadir
ketika perkawinan dilangsungkan.

Keharusan adanya saksi di dalam pernikahan disepakati oleh jumhur ulama fikih. Hanya
saja, mereka berbeda pendapat dalam menentukan apakah saksi merupakan rukun nikah
atau syarat nikah. Menurut Syaff’i, saksi adalah rukun nikah, sedangkan menurut ulama yang
lain saksi adalah syarat nikah. Namun demikian, mercka sepakat bahwa nikah yang tdak
dihadiri nleh dua orang saksi tidak sah (Rusyd, 1969: 19). Adapun tujuan adanya saksi dalam
perkawinan, menurut kesepakatan ulama fikih, adalah supaya perkawinan yang dilangsungkan
menjadi resmi dan dimaklumi oleh masyarakat (Zahrah, t.th.: 59).

Berkenaan dengan peresmian perkﬁwinm ini, terdapat pula lembaga lain dalam Islam,
yakni penyiaran (7%a#) bahwa nikah telah berlangsung. Nabi Muhammad saw. bersabda (al-
San’ani, 1950: 116):

“Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah

bersabda: “Siarkanlah olehmu nikah walaupun hanya dengan memukul rebana” (HR. al-

Turmudhi).

Adapun lembaga pencatat perkawinan, tidak ditemukan keterangannya pada hadis-hadis
Rasullah. Begitu juga di dalam kitab-kitab fikih tradisional. Hal ini mungkin disebabkan oleh
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Betum adanya runtutan keburuhan akan pencatatan perkawinan pada saat kitab-kitab cersebut
csusun. D samping itu, alat bulkti seperti saksi dan pemberitahuan nikah (%) masik dianggap
memadai bagt kepentingan perkawinan dan sepala akibat hukum yang lahir dari perkawinan
serebut

Berkenaan dengan hal ini, menarik yang dikemukakan oleh Atho Muzhar, Guru Besar
Sosolom Hukum Islam TAIN Sunan Kalijaga Yopyakarta, bahwa keharusan pencatatatan
perkawinan dipahami sebagai bentuk baru dan petineah Nabi agar mengumumbkan dan
sengklankan nikah meskipun dengan seekor kambing, [ika di dalam masyarakar kesukuan
wung kecil dan tertutup seperti hijaz dahuly, penpumuman resmi perkawinan sudsh disnggap
wukup, mika pada masyarakat vang komplek, vang penuh dengan formalitas seperti sekarang

. pesta denjan memorong hewan saja tidak cukup. Perkawinan harus didokumentasikan
secera resmi pada kantor yang I:Itl'l'llgii mengurusi hal tersebut. Oleh karena itu, kewajiban
pescannan ini dapar dipikirkan unnik menjadi tambahan rukun nikah dakam kitab fikih bara
mann (Muzhar, 1998: 180-181).

Dn Indonesia, ketentuan rentang pencatatan perkawinan ind terdapat di dalam pasal 2

LR s i | e

& =dang-Undang no. /1974, Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap

pesiawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan vang berlaku, Di Pakistan,
Sescdasarkan Ordonansi Pakistan pasal 5, ditetapkan bahwa apabila suatu perkawinan tdak

Sissukan oleh pejabar Pencatat Nikah, maka orang vang memimpin pelaksanaan nikah
C e harus melapotkan kepada pencatat nikah dan kelalaian mengenai hal ini merupakan

goaran (Muzhar, 1998 : 180).

Al Jur'an secara implisit telah mengatur pencatatan perkawinan sebagaimana terdapar
firman Allah, Q5. Al-Bagarah 2: 282 vang berbuny:

- Ha orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan muamalah sidak secara tunai
stk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Meskipan ayat di atas pada dasarnya memerintahkan agar transaksi huang piutang dicarar,
=0 avar tersebut dapat dipshami sebagai perintah untuk mencatatkan seluruh bentuk
a=1 yang dilakukan, termasuk akad perkawinan, Oleh karena itu, swajbiny mnRafagal
syar tersebut adalah jika dalam kontrak hutang-piurang sajs sudah disyariarkan anouk
skan, apalag kontrak yang mengikatkan antara dua anak manusis. Dengan kata lain
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pencatatan perkawinan lebih utama untuk dilakukan dibandingkan dengan pencatatan hutang
piutang (Syarifuddin, 1993: 112).

Poligami

Poligami dan hak-hak isteri dalam perkawinan poligami diatur di dalam pasal 4 dan 5 UU
No. 1 Tahun 1974. Di dalam pasal 4 disebutkan bahwa: (1) dalam hal seorang suami akan
betistri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut di dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang
ini, maka dia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya,
(2) pengadilan dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang
akan betistri lebih dari scorang apabila: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
isteri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak
dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 5 disebutkan pula bahwa: (1) untuk dapat mengajukan permohonan ke
pengadilan sebagaimzna dimaksud di dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus
memenuhi syatal-syzarat berikut: a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. Adanya
kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperlnan hidup isteri-isteri dan anak-
anak mereka c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil tethadap isteti-isteri dan
anak-anak mereka; (2) persetujuan yang dimaksud di dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-istetinya tidak mungkin dimintai
persewjuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam petjanjian; atau apabila tidak ada kabar
dari isteri "ya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya
yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pada umumnya ulama berpendapat bahwa poligami dengan batasan empat orang isteti
dibenatkan dalam syariah Islam. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan
ulama. Di samping itu, mereka juga tidak mensyaratkan poligami dengan syarat-syarat yang
ketat sebagaimana yang berlaku sekarang ini.

Ada dua ayat yang oleh ulama dianggap sebagai ayat yang mengatur tentang poligami,
yakni QS. al-Nisa’ 4: 3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut untuk tdak akan dapat betlaku adil terhadap perempuan yatim,

maka kawinilah olehmu wanita yang kamu sukai dua, tiga, atau empat. Kemudian jika
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e rakur tidak akan dapar herlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau hamba yang
eamu milikl, Yang demikian itn adalah lebih dekat kepada tidak berbuar aniaya.”

Drlam Q5 al-Nisa® 4 129 Allah berfirman:

| “Dan kamu sekali-kali tdak akan dapat berlaku adil di antara isteri-istetimu, walaupun
sxmu sangat ngin berbuar demikian, karena im jangan kamu tedalu cenderung (kepada
vany kamu cintal) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, Dan jiks kamu
mengadakan perhaikan dan memelihara did (dari kecurangan) maka sesungpuhnya Al
ah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dan dua ayat di atas, minimal ada dua pendapat yang berkembang. Pertama, pendapat
wuog mengatakan bahwa kedua ayat di atas saling berhubungan. Ayae pertama menjelaskan
sng kebolehan poligami dengan svarac mampu berlaku adil, sedangkan ayar kedua

selackan ketidakmungkinan seseorang berlaku adil techadap isteri-sterinya. Dengan
whoan, poligami pada dasarnya dilarang Kedva, pendapat yang mengatakan babwa ayat
samia dan kedua tidak berhubungan. Ayat pertama menjelaskan bahwa poligami
sehlan dengan syarat dapat berlaku adil, namun dalam batas-batas lahiriyah atan materl,
wian ayat yang kedua menijelaskan rentang adil vang bersifat batinivah. Adil vang terdapat
avar kedua ndak menjadi syarat dalam perkawinan poligami. Oleh katena itu, poligami
rkan dengan syarat dapat betlaku adil secara lahiriyah atau matedl, sebagrimana yang
pada ayat pertama,
Ulama empat mazhab berpendapar bahwa adil yang dimaksedkan dalam QS, al-Nisa®
= actalah adil yang bersifat lahirivah, seperti gilican, nafkah, empat tinggal, dan bepergian,
Bedarrhan adil vang dimaksudkan dalam QS al-Nisa' 4; 129 adalah adil dalam masalah
dan kasih sayang, Adapun vang dituntut dalam suatu perkawinan poligami adalah adil
saimand yang terdapat dalam Q5. al-Nisz' 4: 3 karena adil vang terdapat dalam 3. al-
a4 129 adalah adil dalam cinta dan kasih sayang, di luar kemampuan manusia (al-Jazid,
239). Sedangkan manusia tidak dituntut untuk melakukan sesuatu yang di Juar
mipuannys. Hal ini sesual dengan Firman Allah, QS. al-Bagarah 2: 286 vang berhunyi:
- “Allsh didak membebani (sesenrang) kecuali dalam batas kesanggupannya. Dias mendapar

pabals dani (kebaikan) yang dilakukannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) vang
disknkaonya®,
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Selain itu, mereka juga beralasan dengan hadis Rasulullah (al-Jauziyyah, 1979: 172):

“Rasul membagi giliran (sesama isterinya) secara adil dan beliau berdo’a, ya Allah inilah

pembagian yang dapat aku kuasai. Untuk itu janganlah Engkau mencelaku tentang apa

yang engkau kuasai, sementara aku tidak menguasainya. Kata Abu Daud yaitu hati.”

Berbeda dengan kecenderungan pendapat jumhur ulama fikih, masyarakat moderen
dewasa ini cenderung untuk membatasi terjadinya perkawinan poligami. Bahkan, ada
kecenderungan agar perkawinan poligami tidak terjadi sama sekali. Tidak diterimanya
perkawinan poligami oleh masyatakat moderen bukan hanya karena larangan yang ditetapkan
oleh undang-undang, tetapi juga karena kehidupan ekonomi yang menyebzbkan seorang
laki-laki tidak mampu menyokong kehidupan dua keluarga atau lebih. Lebih dari itu, biaya
pendidikan yang harus dipenuhi, juga menjadi faktor terpenting yang menyebabkan
perempuan tidak mau menerima perkawinan poligami, begitu juga laki-laki tidak berminat
untuk berpoligami (Bl Alami, t.th.: 18). Oleh karena itu, mereka menghendaki agar pernikahan
poligami diatur dan dibatasi oleh undang-undang (Doi, 1996: 149).

Untuk tujuan ini, sejumlah negara Muslim di dunia membuat peraturan-peraturan yang
dapat menghambat lajunya perkawinan poligami. Berkenaan dengan hal ini, tampaknya ada
dua kecenderungan yang muncul. Periama, mempersulit kemungkinan tetjadinya petkawinan
poligami. Negara yang termasuk dalam kategoti ini antara lain adalah Indonesia, Pakistan,
Libanon, Maroko, dan Irak (al-Jauziyyah, 1979 : 172). Kedua, menutup sama sekali
kemungki-an terjadinya perkawinan poligami. Negara yang termasuk dalam kategori kedua
ini, antara lain adalah Turki dan Tunisia. Di Tunisia, berdasarkan Undang-Undang Tahun
1956, laki laki yang melakukan poligami dihukum kurungan selama satu tahun dan denda
scbanyak 240.000 Frank. Di Turki moderen, poligami sama sekali dilarang. Bila perkawinan
poligami terscbut tetjadi, petkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (Muzhar, 1998: 166; dan
Mahmood, 1987: 156). Dawoud El Alami menambahkan bahwa alasan Tunisia melarang
poligami adalah karena menurutnya al-Quran mengajarkan perkawinan monogami. Hal itu
didasarkan kepada ayat yang mengatakan bahwa laki-laki tidak akan sanggup berlaku adil
tethadap isteri-isterinya sekalipun dia berusaha keras untuk melakukannya (Bl Alami, t.th.:
18; dan Nasution, 1998: 266).
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Langkah yang diambil oleh sejumlah negara Muslim untuk membatasi poligami secara
w==2t sudah tepat karena dua ayat yang dikemukakan di atas saling betkaitan, QS. al-Nisa’ 4:
. menjelaskan tentang kebolehan poligami, dengan syarat dapat berlaku adil. Sedangkan

)5 2l Nisa’ 4:129, di satu sisi menegaskan bahwa seorang suami sekali-kali tidak dapat

-~

Beriaku adil di antara isteri-istetinya; walaupun dia berusaha keras untuk melakukannya.
Bercasarkan dua ayat di atas, Allah sebenarnya membatasi agar perkawinan poligami tidak
gemjadi (Syarifuddin, 1993 : 113).

Ibn Jarir al-Thabari mengemukakan bahwa ayat-ayat yang dikemukakan di atas, QS. al-
Moz’ 4:3 dan QQS. al-Nisa’ 4: 129, merupakan batasan agar seorang suami tidak melakukan
percawinan poligami jika khawatir tidak dapat berlaku adil (al-Thabari, 1978: 155). Pendapat
sepert ini, sebelumnya juga pernah dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Namun, Abduh
mizk melandasi pendapatnya dengan QS. al Nisa’ 4: 129, melainkan hanya dengan QS. al-
M=z 4: 3. Menurutnya, makna kalimat (! o ot 5 215) vang terdapat dalam ayat tersebut
wiaiah lebih dekat untuk tidak berbuat curang dan jahat. Sedangkan menjauhkan diri dari
perouatan jahat adalah menjadi syarat disyariatkannya adil. Oleh karena itu Abduh cenderung
seoada perkawinan monogami (Ridha, t.th.: 348).

Pendapart seperti ini juga dikeluarkan oleh al-Maraghi. Bahkan al-Maraghi mengemukakan
svarar-syarat poligami secara relatif lebih terpetinei dan ketat. Menurutnya, QS. al-Nisa’ 4: 3
e claskan tentang kebolehan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Poligami boleh

| @lssukan dalam keadaan darurat, yakni (1) isteri mandul, sedangkan kedua atau salah satunya
| mengharapkan keturunan, (2) jika suami memiliki kemampuan seksual yang sangat tinggi,
| semennara isteti tidak mampu memenuhinya, (3) jika suami memiliki kemampuan untuk
I,n mhiaval kepentingan isteri dan anak-anak mereka, (4) jika jumlah perempuan jauh melebihi
sumizh laki-laki, seperti disebabkan oleh peperangan (al-Maraghi, 1963: 181).

Wemearsan penggant

Sewansan pengganti diatur di dalam KHI pasal 185 sebagaimana berikut:

© 8k waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat

| &zanukan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut di dalam pasal 173.
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2. Bagian ahli watis pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat
dengan yang digantikan.

Prinsip penggantian tempat (ahli waris pengganti) tidak dikenal dan tidak dipergunakan
oleh jumhur ulama, termasuk empat imam mazhab (Usman, 1997: 199). Para ulama sepakat
bahwa cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu terhijab oleh saudara-saudara
ayahnya (Syarifuddin, 1993: 34). Hal ini sesuai dengan prinsip kewarisan sunni yang
mengatakan bahwa ahli watis yang lebih dekat menghijab ahli waris yang jauh. Prinsip
kewarisan sunni menjadikan cucu terhijab oleh pamannya ini dipengaruhi oleh praktik
masyarakat Arab pra-Islam. Di dalam masyarakat kesukuﬁn, tetua-tetua suku berkewajiban
mengurus anggota sukunya yang tidak mampu, termasuk kewajiban untuk mengurus dan
mengasuh keponakannyz yang yatim. Konsekuensinya keponakan tersebut tidak mendapat
hak waris dati kakeknya (Mas’adi, 1997: 179).

Situasi kekeluargaan yang berlaku di dalam tradisi Arab pra-Islam tersebut tampaknya
tidak lagi berlaku pada zaman sekarang, Sekarang para paman semakin tidak menyukai
tanggung jawabnya untuk mengurusi dan mengasuh keponakannya yang yatim tersebut.
Perhatian mereka lebih difokuskan kepada anak dan isteri mereka sendiri. Dengan demikian,
membiarkan cucu dalam keadaan yatim dan tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris dari
kakeknya, adalah suatu perbuatan yang justeru bertentangan dengan prinsip keadilan yang
terkandung di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.

Ketenmian tentang kewarisan penggant diatur di dalam KHI sebagai jalan keluar mengatasi
persoalan: tersebut. Lembaga ini pertama kali dipopulerkan oleh Hazzirin (w. 1975). Beliau
menempatkan cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang telah meninggal
sebelumnya. Dengan demikian, dia tidak terhijab oleh pamannya karena posisinya sudah
berada pada tingkat yang sama dengan pamannya tersebut. Hazairin sendiri mengadopsi
kewatisan pengganti ini dari hukum adat yang mengenal kewarisan pengganti sebagai
otang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli watis, tetapi telah meninggal
lebih dahulu dari pada pewaris. Sekiranya ahli waris masih hidup, tentu kehadiran ahli waris
pengganti tidak perlu diperhitungkan, misalnya hubungan kakek dengan cucu, diselingi anak.
Cucu akan menjadi ahli waris pengganti jika znak meninggal lebih dahulu dari kakek. Sckiranya
anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli waris (Hazairin, 1992: 22). Jadi ahli
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s pengganti tidak mewarisi karena dirinya sendiri tetapi dia mengambil alih hak yang
setarusnva menjadi saham dati orang (ahli waris) yang menghubungkan dia dengan pewaris
$Aba Bakar, 1998: 51).

Pendapat Hazairin ini merupakan salah satu bentuk reinterpretasi terhadap QS. al-Nisa’
| 33 centang “mawali ”. Pendapat ini berbeda dengan penafsiran Ahl al-Sunnah dan Syi‘ah
we menetapkan bahwa anak laki-laki menghijab cucu laki-laki dan perempuan, baik anak
. +-=h <endiri dari cucu tersebur, atau tidak. Oleh sebab itu, cucu yang ayahnya sudah
‘oozl lebih dahulu meskipun sangat berjasa tethadap kakeknya, tetap tidak berhak
~ma warisan, karena terdapat anak kakeknya yang masih hidup yang menutupnya,
“=pun anak yang menghijab cucu tersebut tidak pernah berbuar jasa kepada ayahnya
sfuddin, 1993: 134).

W s majibal

, hukum tentang wasiat wajibah terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHD di
domesia, yaitu pasal 209. Menurut pasal ini, wasiat wajibah adalah wasiat wajib yang
okan oleh penguasa terhadap harta orang yang meninggal yang diperuntukkan bagi
& 2ngkat, atau sebaliknya orang tua angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh anak
“st vang meninggal, dengan jumlah mzksimal sepertiga dati harta peninggalan. Tujuan
- dretapkannya wasiat wajibah bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya
i wntuk memberikan kesempatan kepada keduanya, yang telah memiliki hubungan
vang begitu kuat, untuk saling'menikmati bagian dari harta peninggalannya masing-

o (Svarifuddin, 1993: 134).

W asiar wajibah bagi anak angkat atau sebaliknya bagi orang tua angkat merupakan salah
» bentuk pembaruan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Ini merupakan buah
- semmbaruan pemikiran yang dilakukan oleh ahli hukum di Indonesia untuk membetikan
wris bagi orang-orang yang sebenarnya layak mendapatkan warisan tetapi berdasarkan
kewarisan yang ada (fikih mawaris) mereka tidak berhak menerima.

W zsizt wajibah ini lahir sebagai kelanjutan dati perdebatan ulama tentang hukum wasiat.
smrut jumhur ulama, seperti Syu‘bi, al-Nakha'i, Tsaurd, Malik, Syafi’i, dan golongan ahli
~ukum wasiat adalah tidak wajib. Ibnu Abd al-Barr mengatakan bahwa mereka yang
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diseburkan di atas telah sepakat bahwa hukum wasiat adalah tidak wajib, kecuali bagi orang-
orang yang memiliki kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikannya, seperti hutang yang
ridak mempunyai bukd atau titipan yang tidak memiliki saksi (Quddamah, t.th.: 415).

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama dalam mengemukakan
pendapat mereka. Pertama, tidak ada tiwayar yang menceritakan bahwa sahabat Nabi
berwasiat pada masa hidupnya, sebaliknya tidak ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa
sahahat Nabi mengingkarinya atau tidak berwasiat. Kalau wasiat itu wajib, tentu akan ada
riwa};at yang jelas yang berasal dari mereka. Kedua, wasiat adalah suatu bentuk pembetian
dan pemberian itu semasa hidup tidaklah wajib, logikanya setelah wafatpun tetap tidak
wajib. Ketiga, ayat wasiat pada surat al Bagarah ayat 180, menurut jumhur ulama telah
dinaszkhkan. Jumhur dalam hal ini berbeda pendapat tentang dalil yang menasakhkan ayat
tersebut, Menurut sebagian dati meteka surat al-Baqarah ayat 180 itu dinasakhkan oleh ayat
watis (antara lain surat QS. al-Nisa’ 4 :11). Pendapat seperti ini berasal dati pendapat Ibn
Abbas. Menurut sebagian yang lain, seperti ‘Ikrimah, Mujahid, Malik, Syafi’i, dan lain-lain,
sunnah dapat menasakh al-Qur'an, dan menurut mercka surat «/-Bugarah ayat 180 terscbut
dinasakh oleh Sunnah Nabi (Quddamabh, t.th.: 415) :

“Dati Amr bin Khatijah dia berkata: Rasulullah berkhutbah lalu beliau mengatakan,

Sesungguhnya Allah telah memberikan hak bagi setiap yang memiliki hak dan dan tidak

ada wasiat bagi ahli waris™ (Nasai, t.th: 247).

Keemsp-t, wasiat tersebut disyatiatkan kepada kita, antara lain, melalui hadis dari Abu
Darda’. 11 mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Allah tclah memerintahkan
kepadamu untuk mengeluarkan sebagian dari hartamu, sebagai tambahan amal bagimu.
Keluarkanlah sejumlah yang kamu sukai (sebagai wasiat bagimu).” Menurut Jumhur, hadis
tersebut menunjukkan bahwa Allah akan memberikan keuntungan bagi orang yang mau
mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Tujuannnya adalah untuk menutupi kebaikan
yang telah luput darinya. Hal ini menunjukkan hahwa wasiar tidak wajib, tetapi hanya disunnahkan
untuk melakukannya, scbagaimana amalan-amalan sunnah lainnya (Khafif, 1962: 296).

Menurut Abu Bakar Abdul ‘Aziz, hukum wasiat adalah wajib bagi katib kerabat yang tidak
menecrima warisan. Pendapat seperti ini berasal dari pendapat Daud, Mastuq, Thaus, Tyas,

Qatadah, dan Tbn Jarir. Mereka berargumentasi dengan surat al-Bagarah ayat 180 dan Hadis
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w vang berasal dari riwayat Ibn Umar. Menurut mereka, wasiat yang telah dinasakh
ova hanyalah wasiat bagi ibu-bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli watis, sedangkan
= wasiat untuk katib kerabat yang tidak menefima watisan adalah tetap wajib.
Mengenat masalah ini, Thn Jarir al-Thabari juga mengutip sepuluh riwayat yang berpendapat
2 hukum wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak mendapat warisan
& wajib. Argumentasi yang mereka gunakan antara lain, scperti yang dikemukakan oleh
so bahwa surat al Baqarah 2 : 180 yang menjelaskan tentang kewajiban berwasiat bagi
Sepak dan karib kerabat tersebut berlaku sebelum ayat-ayat kewarisan furun. Serelah
a2t waris turun, hak-hak wasiat bagi mereka yang menerima warisan dinasakhkan,
swizn bagi mereka yang tidak mendapat harta warisan tetap berhak menerima wasiat.
D+ samping keterangan yang dikemukakan di atas, Ibn Jarir juga mengemukakan
c2r dari Ibn Abbas, yang dalam hal ini mengatakan, bahwa hak untuk menerima
= bagi orang-orang yang menerima watisan telah dihapus, sehingga yang berhak
2 wasiat hanyalah orang-orang yang tidak berhak menerima warisan.

Menarut golongan yang terakhir ini hadis ‘Yz waséyyah /i warith”, yang dijadikan oleh jumhur

slacan 13 k mt:lﬂn-f]ff]]rnﬂ I-\rﬂn“m lrmtm“kan wwraciat __PA‘JI"I mnﬂrﬂéh hgﬂ}a me___!_l{_

: alasan untu ngatakan bahwa kewajiban wasiat
vang terbatas, yakni larangan berwasiat kepada ahli waris yang berhak menetima
dan tidak mencakup kepada ahli waris yang tidak berhak menerima warisan.
Pendapar vang terakhir ini tampaknya cenderung mempertahankan kewajiban wasiat
se=ap Muslim yang akan meninggalkan karib kerabat, yang disebabkan oleh suatu hal
“apat memperoleh peninggalannya setelah dia wafat. Dengan demikian, mereka
- bahwa wasiat dan waris tetap berlaku sebagai hukum yang mengatur pen-
ssian harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris dan karib kerabat yang
Eznnya.

e Hazm mengemukakan pendapat bahwa hukum wasiat adalah wajib bagi setiap
Islam kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak mewarisinya, baik karena
S22n agama, perbudakan, atau karena ada ahli waris yang lain yang menghijabnya.
wr Thn Hazm, wasiat berupa bagian yang pantas diberikan kepada kelompok tersebut.
yame meninggal dunia tidak berwasiat sebelumnya, hendaklzh dikeluarkan scbagian dari

seninzzalannya untuk memenuhi kewajiban wasiat yang belum ditunaikannya (Hazm,
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1970: 419). Kemudian, karena yang bethak menetapkan urusan-urusan umat Muslim adalah
penguasa (uli al-amr), maka mereka berkewsjiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta
peninggalan orang tadi, guna memenuhi kewajiban wasiat yang belum dilaksanakannya
(Badran, 1982: 104).

Adanya kewajiban bagi penguasa untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan
sescorang, meskipun dia tidak berwasiat sebelumnya, menjadikan kewajiban wasiat tersebut
bersifat gadajyah. Attinya kewajiban untk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan
sebagai wasiat, tidak lagi disandatkan kepada ada atau tidaknya seseorang berwasiat semasa
hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang undang yang berlaku (hukum yang ditctapkan
oleh penguasa). Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun
tidak oleh orang yang meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti
bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis arau dikehendaki, retapi pelaksanaannya
didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang memebenarkan bahwa wasiat tersebut harus
dilaksanakan (Usman, 1997: 163).

Ibn Hazm, ulama yang berpendapat bahwa hukum wasiat adalah wajib bagi setiap
orang yang meninggalkan ibu bapak atau karib kerabat yang tidak memperoleh harta
peninggalan dan kewajiban tersebut harus ditunaikan meskipun orang yang wafat tidak
berwasiat sebelumnya, mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang diriwatkannya dari
Malik (Hazm, 1970: 420) sebagai berikut :

“Kam: telah meriwayatkan melalui Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dia berkata: Nabi

Muhammad saw. Bersabda: Bukanlah hak scorang Muslim yang memiliki sesuatu yang

ingin diwasiatkannya bermalam (diundur) sampai dua malam, kecuali wasiatnya telah

dituliskannya di sisinya.”

Adapun kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan seseorang, meskipun
dia tidak berwasiat sebelumnya didasarkan kepada hadis yang juga diriwayatkannya dari
Malik (Hazm, 1970: 420) yaitu:

“Dari Aisyah ummu al-mu’minin: sesungguhnya seorang laki-laki telah berkata kepada

Nabi saw.: ibuku bunuh diri dan dia bermaksud akan bersedekah, apakah zku harus

melaksanakannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: ya, laksanakanlah sadagahnya. Maka

ini menunjukkan wajibnya mengeluarkan sadaqah bagi orang yang tidak berwasiat. Dan
perintah Rasulullah tersebut hukumnya wajib.”

160



Pembaruan pemikiran hukum keluarga Islem di Indonesia (Ismail)

Berkenaan dengan pendapat Ibn Hazm yang terakhir ini, Badran Abu al-Ainaini Badran
menzmbahkan bahwa Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan hahwa penguasz
w5 mengeluatkan sebagian dar peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagéu‘
wasiat darinya meskipun dia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi oleh suatu pemikiran

shwa penguasa memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum
seszksanakan (Badran, 1982: 104).
Penung untuk dikemukakan bahwa Thn Hazm dalam pendapatnya yang terakhir ini
wenderung melihat wasiat wajibah tidak hanjfa sebagai kewajiban yang betsifat “diniyyab”,
wama semata, tetapi juga bersifat gaga 7yyab. Artinya, jika kewajiban itu bersifat “diniyyah”,
wesma semat, jika tidak dilaksanakan oleh seseorang, tidak ada kewajiban ahli waris atau
“wang lain untuk melaksanakannya. Sedangkan kewajiban yang bersifat gada jyyah, jika belum
esanakan, maka wajib bagi ahli waris atau orang lain, termasuk penguasa, untuk
ksanakannya (Bakat, 1996: 95).
Ketentuan hukum yang seperti inilah kemudian oleh ulama belakangan dijadikan sebagai
wo satu dasar hukum dalam merumuskan kosep wasiat wajibah. Tidak salah jika ada yang
wwebut Ibn Hazm sebagai tokoh pertama yang melahirkan konsep wasiat wajibah.

pulan

beberapa contoh kasus pembatuan pemikiran yang terjadi di Indonesia dapat
mpulkan bahwa Indonesia memiliki kecenderungan yang kuat untuk tetap melaksanakan
wum keluarga Islam meskipun dengan melakukan upaya pembaruan atau reformasi
hukum keluarga Islam yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik.

Dzn segi metode yang digunakan, Indonesia melakukan dua metode yang disebutkan

=142

umnya, yakni inira-doktrinal reform dan extra-doktrinal reform. Dati lima contoh yang
wukakan, sebagiannya dapat digolongkan kepada imsra-doktinal reform dan sebagian lagi
=i ckstra-dokirinal reform. Poligami dan wasiat wajibah dapat digolongkan kepada ##ra-
weal reform. Sedangkan yang lainnya, batasan usia kawin, pencatatan perkawinan, dan ahli
s penggant dapat digolongkan kepada ekstra-doktrinal reform.
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